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ABSTRAK

Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapatkan pemenuhan atas
tuntutannya karena kekeliruan orang atau hukum yang diterapkan kepadanya, sebagai
salah satu perlindugan hukum terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana yang salah
menerapkan hukum kepadanya maka tersangka, terdakwa dan terpidana berhak
mengajukan praperadilan untuk pemenuhan atas hak-haknya. Aceh salah satu
provinsi dari Indonesia yang menerapkan hukum pidana didasarkan pada pandangan
ideologis keagamaan masyarakatnya, yakni agama islam yang diatur dalam Qanun
Jinayat. Permasalahan yang hendak dibahas adalah bagaimana aturan ganti kerugian
dalam ganun jinayat dan KUHP? Dan bagaimana perbandingan ganti kerugian dalam
ganun jinayat dan KUHP? Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat
kualitatif dengan pendekatan yuridis komparatif dengan membandingkan undang-
undang yang satu dengan undang-undang lainnya mengenai persamaan maupun
perbedaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa dalam
KUHP besaran nominal yang harus diberikan kepada korban hanya mengatur dari
paling sedikit sampai dengan paling banyak sesuai dengan besarnya akibat yang
ditimbulkan. Sedangkan dalam ganun jinayat tentang besaran ganti kerugian diatur
secara jelas dan tegas sesuai dengan pasal 68 Ayat (3) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Hukum Jinayat yang menetapkan untuk satu hari sebesar 0,3 (nol koma tiga) gram
emas murni atau uang yang nilainya setara dengan itu 3. Secara umum mengenai
ganti rugi baik dalam KUHP maupun ganun tidak memiliki perbedaan walaupun
dalam ganun tidak menjelaskan secara khusus tentang ganti kerugian itu sendiri,
keduanya sama-sama menjelaskan bahwa ganti rugi adalah hak seseorang yang
diberikan kepadanya karena kelalaian aparat penegak hukum dalam menerapkan
hukum yang berlaku.

Kata Kunci: ganti kerugian, perbandingan, ganun jinayat, KUHP



ABSTRACT

Compensation is someone’s right to get fulfillment of his demands because of
the mistake of people or the laws which is applied to him, as one of the legal
protection against the suspects, the defendants, and the convicts have the right to
advance a pretrial to fulfill their rights. Aceh is one of the provinces of Indonesia that
implements the criminal law based on the religious ideological views of its people, it
is the religion of Islam which is regulated in the Qanun Jinayat. The problem will be
discussed is how the rules of compensation in the Qanun Jinayat and the criminal law
code? And how is the comparison of compensation in the Qanun Jinayat and the
criminal law code? The method which is used in this study is qualitative with a
comparative juridical approach by comparing one law with another law regarding
equalities and differences.

Based on the results of this study which is conducted it can be known that in
the criminal law code the nominal which must be given to the victim is only regulated
by the rule that is from the least in accordance with the magnitude of the
consequences caused. While in the Qanun Jinayat regarding the amount of
compensation is regulated and firmly in accordance with article 68 Paragraphof (3)
Numver 6 of 2014 on Qanun Jinayat which applies for one day the amount that must
be replaced by 0,3 grams.of gold or can be replaced with money whose value is
equivalent to gold. In general regarding compensation, both in the criminal code and
Qanun Jinayat have no difference although in the Qanun Jinayat does not explain
specifically about the compensation itself, both of them explain that compensation is
the right of a person who is given to them because the negligence of law enforcement
officials in applying the applicable law.

Keywords: compensation, comparison, ganun jinayat, KUHP
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“Meunye ta gaseh bek that ta peumeuri
Meunye ta benci bek that ta peunyata
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Indonesia merupakan Negara hukum?® (rechtsstaat) bukan berdasarkan atas

kekuasaan (machsstaat), mengutamakan penegakan hukum dalam segala segi
kehidupan bernegara. Hukum merupakan suatu instrumen perwujudan rasa keadilan
dalam kehidupan masyarakat. Hukum selalu mengalami perubahan dan
perkembangan mengikuti keadaan dalam kehidupan bermasyarakat, apabila hukum
tidak bisa menyeimbangi perkembangan yang berada dalam masyarakat maka hukum
dianggap tidak bisa menciptakan keadilan sebagaimana yang dicita-citakan dan
tujuan daripada hukum itu sendiri.

Tujuan hukum pidana adalah untuk mengetahui objektivitas dari hukum
pidana? dalam artian mencegah dan melindungi orang dari kejahatan, sehingga orang
yang melakukan kejahatan akan ditangkap dan ditahan sesuai dengan ketentuan
undang-undang. Namun adakalanya penyidik salah dalam melakukan penangkapan
dan penahanan yang mengakibatkan korban menderita kerugian baik bersifat materi
maupun Inmateri. Oleh Karena itu, Negara harus memberikan perlindungan kepada
setiap warga Negara walaupun orang tersebut berstatus terdakwa, tersangka atau

terpidana, termasuk perlindungan apabila menjadi korban dalam proses peradilan

! Lihat pasal 1 ayat (3).

2 Eddy O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,
2014), him. 10



pidana yakni dilakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan yang
tidak sesuai dengan prosedur hukum yang dilakukan aparat hukum, atau telah terjadi
penerapan hukum yang salah dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau
terjadi kekeliruan mengenai orang (error in persona).

Salah satu bentuk dari perlindungan atas pelanggaran hak asasi tersangka,
terdakwa dan terpidana oleh aparat penegak hukum adalah dengan pemberian ganti
kerugian.® Perlindungan hukum pada korban proses peradilan pidana secara memadai
tidak saja menjadi isu nasional tetapi juga internasional, karena tersangka, terdakwa
atau terpidana juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh Negara. Sebagai
Negara hukum berarti Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum,
mengandung makna bahwa Negara dalam melaksanakan tindakan apapun harus
dilandasi hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Hak Asasi Manusia (HAM) pada hakikatnya adalah hak-hak yang dimiliki
oleh setiap manusia dan berhak dinikmati semata-mata karena ianya adalah manusia.*
Hal tersebut telah diatur dalam The Universal Declaration of-Human Right (UDHR).
Selanjutnya dalam deklarsi tersebut diatur tentang hak asasi manusia yang merupakan
hak yang dibawa oleh semua-manusia dari lahir dan perlindungan itu merupakan
tanggung jawab pertama pemerintah. Hak asasi manusia didasarkan pada prinsip

dasar bahwa semua orang mempunyai martabat kemanusiaan yang hakiki, tanpa

% Haeranah, Ganti Kerugian Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana Dalam Perspektif Hak
Asasi dan Tanggung Jawab Negara (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), him. 67.

4 Mashood A. Baderin, Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam alih bahasa
Musa Kazim dan Edwin Arifin, cet. ke-2 (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2010), him.
15.



memandang jenis kelamin, ras, warna kulit, bahsa, asal usul kebangsaan, umur,
agama atau keyakinan, politik dan setiap orang berhak menikmati hak mereka.

Indonesia dalam rumusan perlindungan HAM dapat dilihat pada UUD NKRI
1945 (Amandemen Keempat Tahun 2002) pada pasal 28 A sampai dengan pasal 28 D
ayat (1) mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum, pasal
tersebut identik dengan Article 7 UDHR all are equal before the law and are entitled
without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal
protection against any discrimination in violation of this declaration and against any
incitement to such discrimination (semua orang sama di depan hukum dan berhak
atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas
perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan
dengan deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi
semacam ini).

Salah ~satu -‘hal ;mendasar; ;yang terkandung ~dalam KUHAP adalah
ditempatkannya hak-hak asasi manusia sebagai jaminan terhadap perlindungan harkat
dan martabat manusia secara proporsional. KUHAP memberikan perlindungan
terhadap hak asasi tersangka, dan terdakwa yang sedang menjalani proses
pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan tingkat persidangan.
Perlindungan tersebut diatur pada Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP yang

merupakan hak-hak tersangka dan terdakwa.



Salah satu hak bagi tersangka dan terdakwa adalah yang diatur dalam Pasal 68
yakni hak untuk menuntut ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 95. Hak
tersebut merupakan intrumen perlindungan bagi hak asasi tersangka, terdakwa dan
terpidana.

Pasal 95:

(1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugi karena
ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alas an
yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau
hukum yang diterapkan.

(2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau
penahanan sertatindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undangundang atau
karena kekeliruan mengenai mengenai orang atau hukum yang diterapkan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke
pengadilan, diputus di siding praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 77.

(3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh
tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang
berwenang mengadili perkara mengadili perkara pidana yang bersangkutan.

(4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut ayat (1)
ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah
mengadili perkara yang bersangkutan.

(5) Pemeriksaan ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara
praperadilan.

Pasal 96:
(1) Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan

(2) Penetapan-sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal
yang dipertimbangkan-sebagai alasan dalam putusan tersebut.

Dalam sistem hukum di Indonesia sedikit menarik, pasalnya Aceh salah
satu provinsi dari Indonesia yang terletak di ujung barat Indonesia menerapkan
hukum pidana didasarkan pada pandangan ideologis keagamaan masyarakatnya,
yakni agama islam. Mungkin sebagian orang akan menyangkalnya karena fakta telah

ada Negara seperti Iran, Arab Saudi dan negara-negara Islam lainnya yang juga



menerapkan hukum pidana Islam sebagai hukum pidana positifnya. Tapi, hal itu bisa
dibantah dengan mudah karena penerapan hukum pidana Islam di Aceh cakupannya
adalah provinsi, bukan negara. Inilah sisi unik yang menjadikan Aceh berbeda dengan
daerah lainnya.®

Implementasi syariat Islam di Aceh merupakan suatu yang spesial pada masa
modern. Otonomi suatu provinsi dalam negara telah membolehkan melaksanakan
sub-sistem hukum secara tersendiri. Hal ini merupakan suatu realita bahwa secara
empiris syariat Islam di Aceh telah menjadi nilai yang hidup dalam masyarakat Aceh
(existing values) selama berabad-abad. Kekuatan lainnya adalah dimana dalam
system hukum di Indonesia melalui UUD 1945 menyatakan secara tegas tentang
kebebasan beragama dalam artian bebas menjalankan ajaran agama bagi pemeluknya.

Pengungkapan istilah syariat Islam ditemukan dalam UU Nomor 44 Tahun
1999 Tentang Keistimewaan Aceh pasal 3 dan 4 yang secara jelas menyatakan bahwa
apa yang Telah didapatkan oleh Aceh merupakan suatu pengakuan Pemerintah Pusat.
Juga, kehidupan- keagamaan; menjadi -bagian. penting -dalam- sosialita masyarakat.
Tegasnya, pengaturan masalah akan ditetapkan melalui Qanun. Hal ini merupakan
perintah Negara atau. UU-yang mewadahi keinginan-masyarakat. Dalam posisi ini
dipahami bahwa syariat Islam Di Aceh adalah ajaran Islam yang telah diatur dengan
Qanun. Ruang lingkup pelaksanaan syariat Islam secara jelas dinyatakan dalam

Qanun Nomor 5 tahun 2000.

5 Danial, Fikin Mazhab Iran dan Aceh (Analisis Konsep Pemidanaan dalam Hukum Pidana
Iran dan Aceh) (Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM, 2015), him. 7.



Pasal 3 :

(1) Keistimewaan merupakan pengakuan dari bangsa Indonesia yang diberikan
kepada Daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap
dipelihara secara turun temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan
kemanusiaan.

(2) Penyelenggaraan Keistimewaan meliputi:

a. penyelenggaraan kehidupan beragama;

b. penyelenggaraan kehidupan adat;

c. penyelenggaraan pendidikan; dan

d. peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.

Pasal 4 :

(1) Penyelenggaraan kehidupan beragama di Daerah diwujudkan dalam bentuk
pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat.

(2) Daerah mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tetap menjaga kerukunan hidup
antarumat beragama.

Pasal 5 Qanun Nomor 5 tahun 2000 :

(1) Untuk mewujudkan Keistimewaan Aceh di bidang penyelenggaraan kehidupan
beragama, setiap orang atau badan hukum yang berdomisili di Daerah,
berkewajiban menjunjung tinggi pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupannya.

(2) Pelaksanaan Syariat Islam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

a. Agidah;

b. ibadah;

c. mu'amalah;

d. akhlak;

e. pendidikan dan dakwah islamiyah/amar ma'ruf nahi mungkar;
f.  baitulmal;

g. kemasyarakatan;
h. syariat Islam;

i. pembelaan Islam ;

J. Qgadha;

k. jinayat;

I.  munakahat;

m. mawaris;

Kondisi di atas kembali diperkuat dengan kehadiran Undang-Undang Nomor

18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Undang-Undang dengan jelas menyatakan



bahwa pemberian kesempatan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah
tangganya sendiri, termasuk sumber-sumber ekonomi, menggali sumber daya alam
dan sumber daya manusia, dan mengaplikasikan syariat Islam dalam kehidupan
bermasyarakat. Kesempatan mengatur dan menata kehidupan hukum dengan syariat
Islam sebagai ruhnya bersumber pada landasan hukum yang kuat. Karena itu, dapat
disebutkan bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh merupakan perintah Undang-
Undang.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (UUPA) yang lahir atas dasar kesepakatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM)
dengan Pemerintah Indonesia dalam MoU Helsinki, membuat kewenangan Aceh
dalam melaksanakan keistimewaannya di bidang Syariah termasuk jinayat (hukum
pidana Islam) semakin tegas diatur. Perkembangan baru tentang syariat Islam dalam
kehidupan masyarakat Aceh, dimana pendekatan formal penting direalisasikan karena
hukuman hanya negara yang berhak menerapkannya sekiranya tidak maka kekacauan
akan terjadi. Karenaitu, penerapan syariat:Islam:harus diatur-Negara karena negara
memiliki sistem dan aparat. Secara jelas dapat dilihat dalam Pasal 125 UUPA secara
lebih rinci telah di-atur yaitu melingkupi substansi ajaran-islam.(akidah, syariah dan
akhlak).

Hukum pidana Islam di Aceh telah menetapkan prinsip-prinsip yang tidak
seutuhnya sama dengan prinsip-prinsip hukum pidana Indonesia, sebagaimana juga
tidak sepenuhnya pula berbeda dengan prinsip-prinsip tersebut. Perbedaan itu

menyebabkan ketidak cocokan di satu sisi, namun juga menjadi pengisi bagi



kekosongan hukum pidana nasional di sisi yang lain.° Pada kasus ganti kerugian
dalam Qanun Jinayat di atur pada Pasal 68 ayat (1) sampai dengan ayat (4), dalam
Qanun ini secara jelas telah di tentukan bagi setiap orang yang ditangkap dan ditahan
oleh aparat berwenang yang diduga melakukan Jarimah tanpa melalui prosedur atau
proses hukum atau kesalahan dalam penerapan hukum, atau kekeliruan mengenai
orangnya, berhak mendapatkan ganti kerugian sebesar 0,3 (nol koma tiga) gram emas
murni per-hari atau uang yang nilainya setara dengan itu. Dalam hal ini, jelas terdapat
perbedaan ganti kerugian yang di atur dalam Qanun Jinayat Aceh dan hukum pidana
positive nasional.

Maka dari itu, menurut peniliti perbedaan ganti kerugian yang di atur dalam
dua rujukan hukum ini menarik untuk di teliti. Dalam hukum pidana Indonesia
besaran ganti kerugian tidak di atur secara jelas sedangkan dalam Qanun Jinayat
mengaturnya dengan jelas dari angka nominal yang harus di bayar kepada korban.
Berdasarkan uraian diatas maka peneliti menyusun skripsi dengan judul “Studi
Komparasi Ganti Kerugian Dalam: Qanun Jinayat: dan-Kitab. Undang-undang Hukum

Pidana (KUHP)”.

® Ridwan Nurdin, "Kedudukan Qanun lJinayat Aceh,” MIQOT Vol. XLII No. 2 ( Juli-
Desember 2018), him. 385.



B. Rumusan Masalah
Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat

dirumuskan beberapa objek permasalahan menjadi bebeberapa pertanyaan dalam
penelitian ini ialah sebagai berikut ;

1. Bagaimana aturan ganti kerugian dalam Qanun Jinayah dan KUHP?

2. Bagaimana perbedaan ganti kerugian dalam Qanun Jinayah dan KUHP?

3. Bagaimana perbandingan ganti kerugian dalam Qanun Jinayah dan KUHP?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian baik secara teoritis maupun praktis dari
penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Secara Teoritis
Tujuan seacara teoritis yang dimaksud adalah sebagai sumbangan
kepada ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan Qanun Jinayat dan
KUHP-secara khusus. Terhadap-pengetahuan-itmu-hukum yang khususnya
tersebut lalah hal-hal yang berhubungan dengan hukum pidana terkhusus
mengenai ganti kerugian Qanun Jinayat dan KUHP:
b. Secara Praktis
Tujuan dari segi praktis penelitian ini bermanfaat bagi kepentingan
Negara, bangsa, dan masyarakat. Serta penelitian ini dapat bermanfaat dan

berguna bagi saya sendiri sebagai peneliti.
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2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini ialah;
a. Untuk mengetahui ganti kerugian yang di atur dalam Qanun Jinayat dan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
b. Untuk mengetahui prosedur pengajuan ganti kerugian yang di atur dalam
Qanun Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
c. Untuk mengetahui besaran nominal ganti kerugian yang di atur dalam Qanun
Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

D. Telaah Pustaka

Dari penelusuran yang telah penulis lakukan, ada beberapa artikel dan
penelitian sebelumnya yang membahas tentang ganti kerugian diantaranya artikel
yang di tulis oleh Musnaini’ menjelaskan tentang kandungan Qanun No. 7 tahun
2013 tentang ganti rugi bagi korban salah tangkap atau salah tahan dan bagaimana
ketentuan hukum Islam mengenai ganti rugi bagi korban salah tangkap atau salah
tahan. Dalam penelitian ini‘juga membahas apa faktor terjadinya salah tangkap yang

dilakukan oleh penyidik.

" Musnaini, “Ganti Rugi Bagi Korban Salah Tangkap Atau Salah Tahan Dalam Qanun Nomor
7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah Ditinjau Menurut Hukum Islam,” LEGITIMASI, Vol. VI
No. 2,( Juli-Desember 2017), him. 232.
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Artikel yang ditulis oleh Nairazi AZ dan Aidil Fan® membahas tentang
tinjauan HAM Internasional terhadap ganti-rugi bagi korban pemerkosaan dalam
Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014. Korban permerkosaan sangat banyak mendapat
kerugian secara fisik ataupun non-fisik seperti trauma, penyakit menular seksual,
kehamilan yang tidak dikehendaki dan lain sebagainya. didalam penelitian ini juga
memberi pendapat bahwa Qanun Aceh no. 6 tahun 2014 telah sesuai dan
berintegrasi dengan deklarasi HAM Internasional yaitu “Declaration of Basic
Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power” di Milan Pada Tahun
1985.

Artikel yang ditulis oleh Gatra Yudha Pramana® Dalam penelitian ini
membahas tentang implementasi gugatan ganti kerugian dalam tindak pidana. Hasil
dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan seorang korban dalam sistem
peradilan pidana belum sesuai dengan prosedur dalam menggugat pelaku tindak
pidana, sehingga untuk mengajukan ganti rugi pihak korban tindak pidana belum
mendapatkan kepastian-hukum.

Artikel yang ditulis oleh Nairazi AZ*® Dalam Penelitian ini membahas tentang

Pemberian kompensasi kepada korban dimana jangan lagi-dibebankan dengan syarat-

8 Nairazi AZ dan Aidil Fan “ Pembayaran Ganti Rugi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 (Tinjauan Perspektif HAM Internasional),” Jurnal Hukum Samudra
Keadilan Vol. 15 No. 1 (Januari-Juni 2020), him. 67.

® Gatra Yudha Pramana “Gugatan Ganti Kerugian Dalam Tindak Pidana Untuk Mewujudkan
Keadilan Bagi Korban,” lus Poenale Vol. 1, Issue 1, (January-June 2020), him. 40.

10 Nairazi AZ “Pembayaran Ganti Rugi Bagi Korban Jarimah Jinayat Menurut Perspektif
Praktisi Hukum Kota Langsa® LEGALITE: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam
Vol. 4 No. | (2019), him. 96.
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syarat administrasi, dan baitul mal menyalurkan berdasarkan keputusan yang dibuat
oleh hakim. Kasus pemerkosaan yang pernah diadili oleh Mahkamah Syar’iyah Kota
Langsa pada tahun 2016 dimana dalam tuntutan korban yang dituangkan oleh jaksa
Penuntut Umum, tidak adanya tuntutan yang tersalin dalam berkas tersebut mengenai
prihal ganti rugi, dan hakim tidak mungkin memutuskan suatu perkara yang tidak ada
tuntutan, karena hal tersebut dapat dikatakan sebagai ultra petita. Penelitian ini
dibagi dalam beberapa pembahasan antara lain; ganti rugi menurut islam; ganti rugi
dalam Qanun jinayat; dan perspektif praktisi hukum kota langsa terhadap ganti rugi.
Skripsi yang ditulis oleh Dimas Tiga Saputra'! membahas tentang pelaksanaa
ganti kerugian dan rehabilitasi bagi korban pidana yang merupakan suatu bentuk
nyata pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia, pada skripsi menjelaskan
Bagaimana prosedur pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi. Dan
mengapa pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi perlu diberikan.
Skripsi yang ditulis Johanna Fungsiwinata?> membahas tentang pengaturan
dan penerapan ganti-rugi dan rehabilitasi sebagai hak- terpidana atas terjadinya Eror
In Persona. Ganti rugi dan rehabilitasi yang merupakan bentuk perlindungan bagi
korban terpidana akan tetapi -belum diatur secara rinci.-sehingga pada akhirnya
pemberian ganti kerugian dilaksanakan berdasrakan ketentuan dalam UU No. 8

Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, PP No. 27 Tahun 1983 Tentang

11 Dimas Tiga Saputra, “Pelaksanaan Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Bagi Korban Pidana,”
Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang (2017).

12 Johanna Fungsiwinata, “Tinjauan Hukum Mengenai Ganti Rugi dan Rehabilitasi Sebagai
Hak Terpidana Atas Eror in Persona (Studi Kasus Devid Eko Priyanto),” Skripsi Universitas Indonesia
(2009).
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Pelaaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Keputasan menteri
Keuangan Republik Indonesia NO. 983/KMK.01/1983 tentang tata cara pembayaran
ganti kerugian.

Berdasarkan telaah pustaka diatas, memang sudah ada beberapa karya ilmiah
yang meneliti tentang ganti kerugiaan dalam ganun jinayat maupun pidana positif.
Namun, sejauh ini belum ada yang meneliti tentang komparasi ganti kerugian dalam
Qanun Jinayat dan Pidana Positif.

E. Kerangka Teoritik
1. TeoriJinayah

Yang dimaksud dengan jinayah adalah setiap perbuatan yang dilarang.
Perbuatan yang dilarang adalah setiap perbuatan yang oleh syara’ dilarang untuk
melakukannya karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan
atau harta benda.

Jinayah mengacu pada hasil perbuatan seseorang, dalam pengertian
tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Umumnya para ahli figih
menggunakan istilah tersebut ‘hanya untuk perbuatan— yang mengancam
keselamatan jiwa seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu ada
juga yang membatasi istilah jinayah kepada perbuatan yang diancam dengan
hukuman hudud dan Qishash, tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam

dengan hukuman ta’zir.3

13 Djazuli, A, Figih Jinayah upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2000), him. 1
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2. Teori Hukum Pidana

Hukum pidana adalah aturan hukum dari suatu Negara yang berdaulat,
berisi perbuatan yang dilarang atau diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana
bagi yang melanggar atau tidak mematuhi.**

Karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan hukum yang
lain ialah adanya sanksi pidana yang keberlakuannya dipaksa oleh Negara.
Pengertian hukum pidana secara luas meliputi hukum pidana materiil dan formil,
sedangkan dalam arti sempit hanya mencakup hukum pidana formil.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analissi
dan kontribusi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.
Penelitian hukum adalah suau proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-
prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi.
Hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum.*®

Agara penelitian berjalan dengan baik dan sistematis, metode merupakan hal
yang penting dalam melakukan penelitian, sehingga tujuan yang dicapai sampai pada
kesimpulan yang optimal.

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan (library research)

yang diuraikan secara deskriptif analisis, dapat diartikan sebagai suatu penelitian

14 Eddy O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,
2014), him. 13.

15 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2010), him. 35.
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hukum baik bersifat murni maupun bersifat terapan, yang dilangsungkan oleh
seorang peneliti hukum untuk meneliti suatu norma seperti dalam bidang-bidang
keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan dan efisiensi hukum serta

bidang hukum lainnya.

. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif , yaitu berdasarkan kualitas data yang
dianalisis dan diuraikan secara sistematis yang mengacu pada norma-norma
hukum, dan menggunakan studi dokumen serta studi kepustakaan (library

research).

. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis komparatif  yaitu
dilakukan dengan membandingkan undang-undang yang satu dengan undang-
undang lainnya mengenai persamaan maupun perbedaan. Pendekatan ini
dimaksudkan sebagai suatu pendekatan terhadap kaidah-kaidah hukum, yaitu
berupa patokan berperilaku dan bersumber dari bahan-bahan hukum primer dan
sekunder yang mengandung kaidah hukum.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dimaksud pada penelitian ini adalah
bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari dokumen resmi seperti
peraturan Perundang-undangan yang berlaku seperti Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana dan Qanun.
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b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dimaksud pada penelitian ini adalah
karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan penelitian

ini.

4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan pada penelitian ini
menggunakan studi kepustakaan (library research), menghimpun data studi
kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan
guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut. Dan
juga studi kepustakaan yang dilangsungkan dengan cara searching melalui media
internet.
5. Analisis Data
Data yang telah terkumpul akan dijadikan acuan pokok dalam melakukan
analisis penelitian dan menjawab rumusan masalah, dengan menggunakan analisis
kualitatif. Analisis ini- merupakan salah satu dari beberapa cara penelitian yang
menghasilkan data deskriptif yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata.
Secara sederhana analisis kualitatif dalam penelitian ini akan memaparkan,

menjelaskan, dan menarik kesimpulan terkait penelitian.
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G. Sistematika Pembahasan
Untuk mencapai sebuah penelitian yang optimal, sistematis dan mudah

dipahami maka penulis akan menyusun sistematika penulisan menjadi lima bab yang
terdiri dari bab-bab dan sub bab. Berikut uraiannya:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang
permasalahan yang akan dibahas dan rumusan masalah. Selanjutnya memaparkan
tujuan dan kegunaan penelitian guna mengetahui tujuan dari peneliti mengangkat
tema tersebut sebagai penelitiannya. Kemudian kerangka teori dan metode penelitian
seperti apa yang digunakan peneliti untuk melengkapi data-data yang akan diteliti.

Bab kedua, membahas tentang bagaimana pengaturan ganti kerugian dalam
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pada bab ini juga membahas secara
umum tentang ganti kerugian.

Bab ketiga, pada bab ini membahas tentang bagaimana ganti kerugian diatur
dalam Qanun Jinayah. Pada bab ini juga membahas bagaimana proses pengajuan
ganti kerugian yang diatur dalam hukum acara Qanun Jinayat dan besaran nominal
yang akan diterima oleh korban.

Bab keempat, menganalisis ganti kerugian yang diatur dalam KUHP dan
Qanun Jinayat, pada bab ini juga akan memaparkan perbedaan dan persamaan ganti
kerugian dalam KUHP dan Qanun Jinayat.

Bab kelima, adalah penutup yang merupakan bab terakhir dalam penelitian.
Dalam bab ini berisi kesimpulan dari penelitian serta mencakup saran dan masukan

sebagai upaya perbaikan penelitian kedepannya.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Aturan Ganti kerugian dalam konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(KUHP) sesuai dengan Pasal 1 angka 22 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP
"Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapatkan pemenuhan atas
tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan,
dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau
karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara
yang diatur dalam undang-undang ini." Hal ini juga senada bagaimana Qanun
Jinayat mengatur tentang ganti kerugian sebagaimana yang diatur dalam Qanun
No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat Pasal 97 Ayat (1) “Tersangka,
Terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap,
ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang
berdasarkan Qanun dan Peraturan Perundang-undangan lainnya atau karena
kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”.

2. Perbedaan ganti rugi dalam KUHP maupun Qanun Jinayat terletak pada Pasal 9
dimana besaran nominal yang harus diberikan kepada korban di atur dari paling
sedikit sampai dengan paling banyak sesuali dengan besarnya akibat yang
ditimbulkan, sedangkan dalam ganun jinayat tentang besaran ganti kerugian di
atur secara jelas dan tegas sesuai dengan pasal 68 Ayat (3) No. 6 Tahun 2014
Tentang Hukum Jinayat menetapkan untuk satu hari sebesar 0,3 (nol koma tiga)
gram emas murni.atau.uang yang nilainya setara dengan itu.

3. Secara umum mengenai ganti rugi baik dalam KUHP maupun ganun tidak
memiliki perbedaan walaupun dalam ganun tidak menjelaskan secara khusus
tentang ganti kerugian itu sendiri, keduanya sama-sama menjelaskan bahwa ganti
rugi adalah hak seseorang yang diberikan kepadanya karena kelalaian aparat

penegak hukum dalam menerapkan hukum yang berlaku. Jika berbicara tentang
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ganun otamatis juga berbicara hukum islam, dasar-dasar penerapan hukum islam
adalah alquran, hadis dan ijtihad para ulama sedangkan hukum positif berdasar
pada pendapat para ahli-ahli hukum disitulah letak perbedaan dari dasar
penerapan ganti kerugian dalam KUHP dan ganun jinayat.
B. Saran
Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapatkan pemenuhan atas

tuntutannya karena kekeliruan orang atau hukum yang diterapkan kepadanya, pada
masyarakat awam ganti kerugian dalam perkara pidana mungkin masih banyak yang
menganggap sesuatu yang baru dan banyak yang tidak peduli dengan hal tersebut
karena ketidak tahuannya atau kerena hal-hal lainya. sebagai salah satu perlindugan
hukum terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana yang salah menerapkan hukum
kepadanya maka tersangka, terdakwa dan terpidana berhak mengajukan praperadilan
untuk pemenuhan atas hak-haknya.

KUHP yang sekarang menjadi dasar konstitusi kita dalam tindak pidana masih
banyak kekurangan, terutama dalam aturan ganti kerugian yang diatur dalam undang-
undang ini. Para peneliti serta ahli-ahli hukum harus segera mengkaji ulang tentang
aturan ganti kerugian dalam KUHP, mengingat ganti kerugian merupakan salah satu
bentuk perlindungan hak-hak korban. Begitu juga dalam Qanun Jinayat yang hanya
memfokuskan ganti~ kerugian pada korban salah tangkap, ganti kerugian harus
diberikan kepada semua orang yang merasa dirugikan karena penerapan hukum yang
tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku maupun hal lainnya.

Terkait dengan ganti kerugian, peneliti berharap masih ada penelitian

selanjutnya yang mengkaji dan meneliti lebih dalam tentang ganti kerugian
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mengingat penulis hanya mengkaji perbandingan ganti kerugian dalam Kitab
Undang-undang Hukum Pidana dan Qanun Jinayat Aceh secara umum saja. masih
banyak kekurangan dan objek-objek ganti kerugian lainnya yang belum dijelaskan
dalam penelitian ini. Kemudian penulis menyarankan dalam patokan penetapan denda
dalam KUHP kedepannya tidak lagi menggunakan uang/rupiah sebagai patokan, akan
tetapi menggunakan emas yang menjadi patokan besaran denda yang diatur dalam
undang-undang, mengingat harga emas yang tidak terpengaruh dari nilai mata uang

yang selalu naik turun dan akan tetap relevan pada masa yang akan datang.
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